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ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Standar Kegiatan
Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor
Perdagangan.

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain:

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perdagangan
Nomor 80 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

Menetapkan standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis resiko sektor perdagangan tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Menetapkan jenis barang yang harus memenuhi standar kegiatan usaha dan/atau

produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturna Menteri ini.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. semua Peraturan Menteri yang mengatur standar kegiatan usaha dan/atau produk
dalam penyelenggaraan perizinan berusaha sektor perdagangan dinyatakan masih
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.

b. perizinan berusaha sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri ini berlaku
sejak proses perizinan berusaha dilakukan secara keseluruhan melalui sistem OSS
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 636/MPP/Kep/10/2004
tentang Ketentuan Izin Perbaikan Alat-Alat Ukur,Takar, Timbang dan
Perlengkapannya;

b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 tentang Ketentuan
Karet Alam Spesifikasi teknis Indonesia (SIR) yang Diperdagangkan ke Luar negeri;



g.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 tentang Izin
Pembuatan Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Produksi Dalam
Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1199);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat
Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Perdagangan 74/M-DAG/PER/12/2012 tentang Alat-Alat
Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Asal Impor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Noor 110);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Metode Pengujian,
Tata Cara Pendaftaran, Pengawasa, Penghentian Kegiatan Perdagangan dan
Penarikan Barang terkait dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan
Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan
Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Eletronika dan
Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 625)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78
Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun
2019 tentang Ketentuan Petunjuk Penggunaan dan Jaminan Layanan Purna Jual
Bagi Produk Eletronika dan Produk Telematika (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1239);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Standardisasi
Bidang Perdagangan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1253),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

CATATAN:

— Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal diundangkan, 1 April 2021



